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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Kepegawaian pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Pembinaan kepegawaian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

mengacu pada peraturan perundang-undangan kepegawaian yaitu UU Nomor 43

tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya. Pembinaan tersebut antara lain :

L.

Perencanaan

Perencanaan meliputi :

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil
1. Pengertian

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang

* diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas

pokok dalam jangka waktu tertentu

2. Dasar Hukum

a. Pasal 15 Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 54

tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

3. Tujuan
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi negara mempunyai

jumlah dan mutw/ kualitas pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan

fanrmmanmr iavirah mada smanines mmacine cnfhran Araaniono
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4.Dasar

Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis

kebutuhan dan penyediaan pegawai

Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masing-masing satuan

organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selambat-lambatnya akhir

bulan januari setiap tahun anggaran.

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap :

a. Jenis pekerjaan
Adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan
organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekrjaan
penegtikan, pemeriksaan perkara dan lain-lain

b. Sifat pekerjaan
Adalah pekerjaan yang bérpegaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat
pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut

c. Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil
Adalah frekuensi rata-rata masing-msing jenis pekerjagn dalam jangka waktu
tertentu. Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi
dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman, misalnya perkiraan
beban pekerjaan pengétikan, pengagendaan dan lain-lain. Apabila sudah dapat
diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi maka untuk dapat
menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan kapasitas

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka wakt tertentu. Sama halnya

f‘p“ﬁﬂn “n?‘l’;"ﬂ'ﬂ“ kﬂl‘\ﬂﬂ Irnr;o “‘l'!lfﬂ ﬁa"l’:i"ﬁﬂﬂ 1’0“0(‘;+0(‘ “ﬂn‘:“l":‘“ Y'nh'llf ;ﬂn;e



49

fertentﬁ dalam jangka wak(u tertentu dapat dilakukan &cngan perhitungan atau
berdasarkan pengalaman

d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan
dalam menentukan formasi. Misalnya apabila ditentukan bahwa
membersihkan ruangan dan merawat pekarangan i'narus dikerjakan sendiri oleh
satuan organisasi yang bersangkutan maka harus diangkat pegawai untuk
membersihkan ruangan dan merawat pekarangan dan sebaliknya.

e. Peralatan yang tersedia
Peralatan yang tersedia atau diferkirakan akan tersedia dalam melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi penentuan jumlah
pegawai yang diperlukan karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan
yang ditemukaﬁ dan tersedia dalam jumlah yang "memadai dapat
mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan

b. Pengadaan PNS

1. Pengertian

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi

yang lowong. Lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya

disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti,

pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi.

2 Dasar Hukum

h Pacal 1A TTndana TTndana Alamar A2 Tahin 1000 tantana DAl-Al nal-al-
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah no. 1]
Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2. Tujuan

untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan Pegawai Negeri Sipil

3. Persyaratan
Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi Pegawai_ Negeri Sipil set_eiah memenuhi syarat yang
ditentukan.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasa'lrkan atas syarat-syarat obyektif yang
telah diten’tukap, dan tidak boleh didasarkan atas Jenis kelamin, suku, agama, ras,
golongan atau daerah.
4. Tahapan
Tahap-tahap pengadaan
a. Pengumuman
Pengumuman harus dilakukan secara [uas melalui media massa, paling lambat
lima belas hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Dalam pengumuman
tersebut harus dicantumkan antara lain :
1) jumiah dan jenis jabatan yang lowong
2) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap ﬁelamar
3) alamat dan tempat lamaran ditujukan
4) batas waktu pengajuan lamaran
b. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

1)  Warga negara Indonesia




2)

3)

4)

)

6)

7

8)

9
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Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setin.ggi—
tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan suatu tindak pidana kej ahatan

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

Tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang
diperlukan

Berkelakuan baik

Sehat jasmani dan rohani

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah

10) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

. Pelamaran

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan

tangan sendiri dan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi

yang bersangkutan

. Penyaringan

Penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan dalam suatu

ujian yang materinya meliputi tes kompetensi dan psikotes

Danmnnalratne Nalae Damneern? ATamaa? Q1120
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Bagi pelamar yang lulus -dalam ujian penyaringan diangkat menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil. Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan
nomor identitas Pegawai Negeri Sipil dan golongan ruang. Adapun penetapan
golongan ruang didasarkan pada Surat Tanda Tamat. Belajar sesuai formasi
yang ada atau tersedia pada waktu melamar,
2. Pengembangan
Pengembangan meliputi :
a. Kenaikan Pangkat
1. Pengertian
Pangkat adalah kedudukan yang menun-jukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sbg dasar penggajian
Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian chawai Negeri Sipil terhadap Negara
a. Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
b. Tujuan
Sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan
pengabdiannya
c. Masa
Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1
Oktober setiap tahun kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat

Pengabdian.
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Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak

pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

d. Sistem

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana

telah dinbah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa

kenaikan pangkat dilaksanakan dengan :

a. Sistem Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1). Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

2). Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural
atau fungsional tertentu .

3). Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak

mendndnli jahatan nimninan vane talalh Aitatanlran mascasannn aralassasrn adass
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Tabel 3

Jenjang Kenaikan Pangkat berdasar Pendidikan

No STTB/ljazah Golongan Ruang Golongan Ruang
Terendah Tertinggi
1 | Sekolah Dasar l/a Il/a
2 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama I’c Il/c
3 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama I/e II/d
Kejuruan
4 | Sekolah Lanjutan Tingkat II/a III/b
Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas Kejurnan/Diploma I
5 | Diplomall /b III/b
6 | Sekolah Guru Pendidikan Luar II/b Ill/e
 Biasa
7 | Sarjana Muda/Diploma /e Ii/c
III/Akademi
8 | Sarjana/Diploma IV III/a /b
9 | S2/Apoteker/Dokter III/b IV/a
10 | Doktor Il/c IV/b

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

b. Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Kenaikan pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1. Menduduki jabatan struktural/ jabatan fungsional tertentu

2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan

Keputusan Presiden

2 L, RS R, NNy S JEPOL U R 1 e
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4.  Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negﬁa

5.  Diangkat menjadi pejabat negara

6. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/[jazah

7.  Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan structural atau
fungsional tertentu.

8.  Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar

9. Dipeketjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang
diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya
atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

Disamping itu, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :

a. Kenaikan Pangkat Anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas

b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,

mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi
dalam semua jabaian negeri.

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau

akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat

dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

1. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

a Salvranalnranansm 20 (e salolh) faloie cannes dnmen s mmmemen Joam maleeaso o o



56

b. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-
kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir
¢. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-
kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
2. Setiap unsur Penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir
2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun
’terakhir. |
Kenaikan pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia
berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal
dunia.
Kenaikan pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia
pe’nsiun" berlaku: terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat aengan hak pensiun.
Kenaikan Pangkat Pengabdian yang | disebabkan
cacat karena dinas
Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas
dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat

pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh

dalam jabatan negeri.

b. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak seorang Pegawai Negeri Sipil;




57

Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
Jabatan Struktural adalah kedudukean yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri. |
1. Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 |
2. Persyaratan
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat
yang ditentukan

¢. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan

A [ o [P . NIRRT R UL | 1 1 1 1o 1 PR |
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3. Jenjang Pangkat dan tunjangan Jabatan Struktural

Tabel 4
Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural
Pangkat — Golongan Ruang
Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol Ruang Pangkat Gol Ruang
Ta Pembina Ivid Pembina Utama IV/e
Tb Pembina TV/c |  Pembina Ve
ITa Pembina Madya IV/ic Pembina Iv/id
IIb Pembina Utama IV/b Pembina Madya IV/ic
la Pembina V/a Pembina Tk I IV/b
IMb |  ©PenataTkl 1Ir/d Pembina IV/a
IVa Penata = /e Penata Tk I 1/d
IVb Penata Muda Tk [1I/b Penata /e
1 "
Va " Penata Muda 1Il/a Penata Muda Tk 1 II/b

Sumber ; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural ‘

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46A
tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003, telah ditetapkan pedoman penyusunan standar
kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut mengatur

agar dalam nenoan t i
agar pengangkatan Pegawai Neg

ri Sipil dalam Jabatan Struktural didasarkan

pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut tanpa membedakan jenis kelamin,

suku, agama, ras atau golongan.




3. Kesejahteraan
Penggajian

1. Pengertian

4. Pemberhentian dan pemberian pensiun

a, Pemberhentian

L. Pengertian

pPemberhentian yang  menyebabkan yang  bersangkutan tidak Jagj

berkedudukan sebagai Pegawaj Negeri Sipil

59
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Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang sebelum mencapai batas usia pensiun
mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
permintaan / kemauan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang
menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
2. Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
3. Alasan Pemberhentian
Seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil karena alasan sebagai berikut (Sudiman, 1999: 81-83)
1. Pemberhentian atas permintaan sendiri
Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permohonan untuk
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
Seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun,
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun

1979 disebutkan bahwa batas usia pensiun adalah 56 tahun

] Drismlanclhmetine s a e oA oot
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Perubahan suatu organisasi negara ada kalanya menyebabkan
kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal demikian, maka
salah satu cara penyelesaiannya adalah menyalurkan pada satuan
organisasi negara lainnya. Apabila penyaluran tersebut tidak mungkin
dilakukan maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atau
juga dapat diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan vang
tunggu atau hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

. Pemberbentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/
penyelewengan

. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/ rohani (uzur)

Pegawai Neéeri Sipil yang tidak dapat bekerja dalam semua jabatan
negeri karena masalah keschatan atau menderita penyakit atau kelainan
yang berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan kerjanya dapat
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

. Pemberhentian karena meninggalkan tugas

. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengn sendirinya dinggap
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan
Pegawai Negeri Sipil yang hilang maka dianggap meninggal dunia

pada akhir bulan ke dua belas sejak yang bersangkutan hilang

. Pemberhentian karena hal-hal lain

Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang

menuahahlan vrane haroanalbntan Hidals Tant mada cad cnhiian Aevanionot
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negara, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Setiap pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
tidak harus diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak
terpenuhi seperti usia, masa kerja dIl.
b. Pensiun
1. Pengertian
Adalah Jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 antara lain menyatakan
bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan scbagai balas jasa terhadap
Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada
negara, “
Selain dari pada itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil
vang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.
Pada pokoknya pensiun adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk
berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil
wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi social yang dibentuk oleh
pemerintah.
Karena pensiun bukan hanya sebagai jaminan hari tua tetapi juga adalah
sebagai balas jasa, maka pemerintah memberiakan sumbangannya kepada

Pegawai Negeri Sipil. Turan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sumbangan

rarmarintal fasmalogd Aleoiessle dae ATealala Alalh hadaen mrvrmnannd casial
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2. Dasar Hukum
Undang Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun pegawai dan
pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

3. Syarat-Syarat Pensiun

Pegawai Negeri Sipil berhak atas pensiun apabila :

a. Telah mencapai sekurang-kurangya 50 tahun dan mempunyai masa keﬁa
pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun

b. Oleh tim penguji kesehatan pegawai negeri dinyatakan tidak dapat bekerja
lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rochani yang
disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatan.

c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh Tim
Penguji Keschatan Pegawai Negeri dinyatakan tidak dapat bekerja lagi
dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani/rohaninya yang tidak
disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya.

d. Diberhentikan dengan hormat sbg Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan
negari karena sebagai tenaga kelebihan, apabila telah berusia sekurangnya
50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

e. mencapai Batas Usia Pensiun menurut ketentuan Peraturan Pemerintah
No: 32 Tahun 1979.

4. Dasar Pensiun

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun

pokok, ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan peraturan gaji yang berlaku.

Besarnya pensiun pegawai negeri sebulan adalah 2,5% dari dasar pensiun

wrantinls 4l dnem faliase sannn lrasia dasann lratanbiean ohhe
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a.Pensiun pegawai sebulan sebanyak-banyaknya 75% dan sékuraﬁg-
kurangnya 40% dari dasar pensiun;

b.Apabila Pegawai Negeri Sipil mengalami keuzuran jasmani/rohani oleh dan
karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, maka besarnya pensiun
yang diterima adalah 75% dari dasar pensiun,

c.Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Masa Kerja Pensiun

Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun

adalah :

a. Waktu bekerjg sebagai Pegawai Negeri Sipil

b.Waktu bekerja sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

¢. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/ harian dengan menerima penghasilan
dari Anggaran Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Bank
Negara

d.Masa selama menjalankan kewajiban sebagai pelajar dalam Pemerintah
Republik Indonesia pada masa perjuangan fisik

¢.Masa sebagat Veteran Pembela Kemerdekaan

f. Masa sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan

g.Masa bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi

B. Deskripsi PNS Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Berdasarkan Agama

Ralanitnlaci PNIQ Pamarintah ¥ nata Vaovalrarta hardacarl-an acama danat dilihat
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Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Agama

No Agama Jumlah Prosentase
1 Islam 7.127 78.25%
2 Kristen 459 5.04%

3 Katolik 977 10.73%
4 Hindu 23 0.25%
5 Budha 1 0.01%
6 Lainnya 210 2.30%
Jumlah 9.108 100%

Sumber : BKD Pemerintah Kota Yogyakarta, 2008

Tabel 5 menunjukkan bahwa PNS yang beragama Islam menjadi mayoritas di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan jumlah mencapai 78.25 % sisanya
21.75 % adalah beragama lain :

Rekapitulasi PNS berdasarkan pada jenjang pendidikan Pemerintah Kota
Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini

Tabel 6
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Prosentase

1 Sekolah Dasar 332 3.64%
2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 419 - 4.60%
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3.226 24.44%
4 Diploma 1.607 17.64%
5 Sarjana Muda 220 2.41%
6 Strata 1 3.272 35.92%
7 Strata 2 143 1.57%
8 Strata 3 0 0
9 Spesialis 9 0.09%

Jumlah 9.108 100%
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Berdasarkan jenjang pendidikan maka PNS Pemerintah Kota Yogyakarta yang
berpendidikan sekolah menengah dan sekolah dasar masih cukup banyak yaitu sekitar
32.68 % sedangkan yang berpendidikan Sarjana, pascasarjana dan spesialis sebanyak
37.58 % sisanya berpendidikan menengah yaitu Diploma dan Sarjana Muda.
Sedangkan PNS dengan kualifikasi pendidikan Doktor atau S3 tidak ada di
lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada Golongan Ruang maka rekapitulasi PNS Pemerintah Kota

Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini

Tabel 7
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan Ruang
No Golongan Ruang Jumlah Prosentase
1 I/a 115 1.26%
2 I’b 0 0
3 Iic ) : 134 1.47%
4 I/d 55 0.06%
5 II/a 803 8.81%
6 I/b 240 2.64%
7 II/c 500 5.49%
8 1/d 348 3.82%
9 IIl/a ' 1.136 12.47%
10 | /b 1.084 11.90%
11 [ l/e 834 9.16%
12 (1l 1.302 14.29%
13 |IV/a 2.427 26.64%
14 [IV/b 117 1.28%
15 | IV/e 12 0.13%
16 |IVAd 1 0.01%
17 |1V/e 0 0
Jumlah 9.108 100%
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Mayoritas PNS di Pemerintah Kota Yogyakarta berada pada golongan III,
sedangkan PNS dengan golongan IV hanya sekitar 27 % saja,demikian pula dengan
PNS dengan golongan I dan II mencapai sekitar 20 %.

Sedamgkang rekapitulasi' PNS Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan jenis
kelamin dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini

Tabel 8
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

No Agama Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 4.542 49.87%
2 Perempuan 4.566 50.13%
Jumlah 0.108 100%

Sumber : Pemerintah Kota Yogyakarta, 2008

C. Peran Walikota Yogyakarta dalam Pembinaan PNS

Berdasarkan pada Pemilihan Walikota secara langsung pada tahun 2007 yang
lalu maka H. Hery Zuhdianto, S.E.Akt, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional
memperoleh suara terbanyak sehingga terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai
Walikota Yogyakarta. Secara politis sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 32 thun 2004 tentang Pemerintah Daerah Walikota harus dicalonkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik. Namun dilihat dari aspek hukum
kepegawaian kedudukan H. Hery Zuhdianto, S.E.,Akt akan menimbulkan dilema.
Disatu sisi walikota harus selalu memperhatikan aspirasi partai yang mengusungnya

dan disisi lain maka pelaksanaan pelayanan publik tidak boleh diskriminatif

Lhatontontr harlkraitan danann aartal ealitls
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Lebih khusus lagi, kewenangan Walikota sangét bes& terhadap pembinaan PNS
di kota Yogyakarta, mulai dari mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS
di lingkungan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik akibat ambiguitas
kedudukan walikota Yogyakarta sama sekali tidak nampak. Walikota dalam
melaksanakan kepemimpinan di kota Yogyakarta khususnya dalam melaksanakan
pembinaan PNS sangat memperhatikan aspek-aspek profesional, sehingga sistem
karier dan sistem prestasi kerja menjadi tolok ukur dalam memberikan penghargaan
kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam beberapa hal yang
dapat dijadikan contoh adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tidak
memeprhatikan unsur senioﬁ?as atau unsur politik, namun lebih diperhatikan pada
aspek kemampuan PNS yang bersangkutan. Penekanan aspek profesionalitas
sebagaimana diamantkan oleh UU Nomor 43 tahun 1999 yang berkaitan dengan
menejemen PNS ternyata telah mendistorsi adanya potensi konflik dari ambiguitas
kedudukan Walikota H. Hery Zuhdianto, S.E.,Akt, antara representasi partai politik
dengan netralitas pejabat publik.

- Faktor latar belakang walikota sebagai seorang pengusaha justru lebih menonjol
dalam gaya kepemimpinan Walikota Yogyakarta dibandingkan dengan pengaruh
partai politik dimana Walikota aktif berkecimpung.

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap PNS dilingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta lebih menyorot gaya kepemimpinan Walikota dari aspek

latar belakang pengusaha ini. Tidak ada satu pun PNS Pemerintah Kota Yogyakarta

vanos meracalran nnanca nnlitie dalam gava Fanamimninan Walilbata Vaovalrarta
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Hal ini menimbulkan akibat positif berupa tidak adanya potensi konﬂik.

berkaitan dengan am,biguitas kedudukan walikota tersebut, khususnya yang berkaitan
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